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5.1. Kesimpulan

1.

Berbagai faktor mempengaruhi keefektifan dari implementasi suatu
hukum, antara lain adalah komponen struktural, komponen substansi, dan
komponen kultural. Oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhi
keefektifan hukum tidak mendukung penerapan dari larangan tindakan
membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis yang
terdapat pada Pasal 40 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota
Jakarta tentang Ketertiban Umum seperti persentase masyarakat yang
kontra mengenai peraturan tersebut jauh lebih besar daripada masyarakat
yang pro dengan peraturan larangan tindakan membeli kepada pedagang
asongan dan memberi kepada pengemis, dan faktor sulitnya tindakan
tersebut untuk diketahui oleh para penegak hukum pada saat berpatroli,
serta para penegak hukum yang enggan memberikan sanksi pidana
terhadap para pelanggar peraturan dan adanya berbagai hambatan lain
seperti pedagang asongan dan pengemis yang sulit untuk ditertibkan, maka
implementasi dari peraturan larangan tindakan membeli kepada pedagang
asongan dan memberi kepada pengemis tidak efektif, sehingga tujuan
peraturan tersebut yang berupa masyarakat tidak lagi melakukan tindakan
membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis di
perempatan jalan, lampu lalu lintas, kendaraan umum, jalan tol dan
terminal, maupun tujuan tidak langsung dari peraturan tersebut agar
terciptanya ketertiban umum tidak tercapai.

Peraturan larangan tindakan membeli kepada pedagang asongan dan
memberi kepada pengemis yang terdapat pada Pasal 40 Huruf C Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
tentang Ketertiban Umum tidak dapat diimplementasikan dengan efektif
sehingga tujuan langsung maupun tidak langsung dari peraturan tersebut

tidak tercapai. Sementara suatu hukum dapat dikatakan berhasil apabila
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diterapkan secara efektif sehingga ketika diukur perilaku para subjek
menghasilkan dampak yang positif, yang berarti perilaku tersebut sesuai
dengan tujuan serta tujuan langsung maupun tidak langsung dari hukum
tersebut terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan larangan
tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada
pengemis pada Pasal 40 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
belum berhasil. Selain itu, terdapat beberapa kriteria kriminalisasi yang
tidak terpenuhi oleh peraturan tersebut, yakni kriminalisasi tidak boleh
terkesan menimbulkan “overkriminalisasi” yang masuk kategori the
misuse of criminal sanction, kriminalisasi harus memperhitungkan analisa
biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium, kriminalisasi harus
menghasilkan peraturan yang enforceable, dan kriminalisasi harus mampu
memperoleh dukungan publik. Tidak terpenuhinya beberapa kriteria
kriminalisasi menyebabkan suatu peraturan menjadi overkriminaslisasi.
Sementara terdapat beberapa upaya non-penal serta adanya sanksi
administratif yang sifatnya tidak setajam sanksi pidana yang dapat
diterapkan untuk mencapai tujuan tidak langsung dari peraturan tersebut,
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan membeli kepada
pedagang asongan dan memberi kepada pengemis tidak seharusnya

dikriminalisasi.

5.2. Saran

Menerapkan upaya non penal daripada menggunakan sanksi pidana lebih
baik untuk dilakukan dalam mencapai ketertiban umum yang hendak dicapai di
wilayah Jakarta atas tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi
kepada pengemis. Upaya non penal yang dapat dilakukan antara lain:
- mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan bederma

melalui organisasi agama atau organisasi sosial terpercaya;
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memasang poster maupun spanduk di lampu lalu lintas, perempatan jalan,
kendaraan umum, jalan tol dan terminal dan membuat postingan mengenai hal
tersebut di media sosial Satpol PP DKI Jakarta;

menyediakan tempat untuk para pedagang asongan beraktivitas agar pedagang
asongan menjadi lebih tertib dan tidak berkegiatan di lampu lalu lintas,
perempatan jalan, kendaraan umm, jalan tol dan terminal;

mengubah ketentuan sanksi pidana dalam peraturan larangan atas tindakan
membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis di lokasi
tertentu menjadi ketentuan sanksi adaministratif berupa teguran lisan kepada
warga masyarakat yang melanggar dan apabila sudah dilakukan lebih dari

sekali, maka dikenakan sanksi denda administratif.
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